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 Dengan ini saya menyatakan dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan 
disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka 
saya akan sepenuhnya mempertanggungjawabkan hal tersebut. 
 








TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMBULATAN 
UANG SISA PEMBELIAN (STUDI KASUS DI SWALAYAN RELASI JAYA 
SURAKARTA) 
Abstrak 
Dengan berkembangnya teknologi yang semakin maju, dunia perdagangan semakin 
mengalami corak-corak tersendiri, hingga kepada hal yang semakin praktis. Teknis 
pelaksanaannya tidak lagi menggunakan ijāb dan qabul. Dalam ilmu fikih hal ini 
dinamakan Bay’ mu’āṭah (saling memberi dan menerima) karena adanya perbuatan 
dari pihak-pihak yang telah saling memahami pada transaksi tersebut dengan segala 
akibat hukumnya. Kegiatan seperti ini sering terjadi di swalayan-swalayan atau pasar 
lainnya yang tidak melibatkan adanya proses tawar menawar di dalamnya. Pihak 
pembeli biasanya telah mengetahui harga barang secara tertulis, sehingga tidak ada lagi 
penawaran khusus kepada pihak penjual. Begitu pula dengan praktek pembulatan uang 
sisa pembelian yang terjadi ketika melakukan transaksi. Biasanya harga yang memiliki 
nilai nominal tanggung akan dibulatkan ke atas atau ke bawah. Hal itu terjadi sebab 
pihak penjual tidak memiliki nominal yang tanggung karena alasan tertentu. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan praktek pembulatan uang 
sisa pembelian, ditinjau dari hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif  evaluatif. Sumber primer 
dalam penelitian ini adalah hasil observasi lapangan dan kejadian-kejadian yang terjadi 
di swalayan RELASI JAYA Surakarta. Sedangkan sumber sekunder dalam penelitian 
ini adalah referensi buku-buku, penelitian, dan artikel lainnya. Teknik analisis data 
pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Kesimpulan yang dapat diambil 
dari penelitian ini adalah bahwa dalam hukum Bay’ mu’āṭah, para ulama berbeda 
pendapat. Menurut ulama Syafi’i, jual beli harus dilakukan dengan akad yang 
diucapkan secara langsung, baik itu dari penjual maupun pembeli. Sedangkan ulama 
Hanafi, Hambali, dan Maliki berpendapat bahwa Bay’ mu’āṭah boleh dilakukan tanpa 
menyebut akad secara langsung karena sudah menjadi suatu kebiasaan yang berlaku di 
masyarakat tersebut. Penulis sendiri berkesimpulan bahwa Bay’ mu’āṭah hukumnya 
sah dilakukan karena hal tersebut terjadi berdasarkan suatu kebiasaan dan pada 
umumnya terdapat kerelaan antara satu dengan yang lainnya. Begitu pula dengan 
praktek pembulatan uang sisa pembelian yang disamakan dengan Bay’ mu’āṭah, antara 
pelanggan dengan penjual barang, telah terjadi kerelaan antara satu dengan yang 
lainnya, dan juga telah menjadi suatu kebiasaan dikalangan masyarakat pada 
umumnya. 




By the development of increasingly advanced technology, the commerce has its own 
patterns to the more practical thing. Its technical implementation is no longer using ijāb 
and qabul. In the science of fiqh, it is called as Bay’ mu’āṭah (giving and receiving for 
each other) as there is an action of the parties involved who have mutual understanding 
on the transaction with its all legal consequences. This kind of activity often occurs in 
supermarkets or any markets which have no bargaining process in its transaction. The 
buyer has usually known the price as it is written on the price tag; therefore, there will 
be no special offers towards the seller. It is also applied to the rounding off the change 
when doing a transaction. An uneven price will usually be rounded off either round 
down or round up. It happens since the seller has no uneven money as change due to 
particular reasons. The purpose of this study is to know and to explain about the 
practice of rounding off the change reviewed from Islamic law. The type of this 
research is field research using descriptive evaluative approach. The primary sources 
of this research are field observation report and events occurred in RELASI JAYA 
Surakarta; while the secondary sources used in this research are book references, 
articles, and other researches. The data analysis technique of this research is descriptive 
analysis. The conclusion of this research is that the ulamas have different opinion 
related to Bay’ mu’āṭah law. According to ulama Syafi’i, a trading should be done with 
an akad (contract) that is directly spoken by either the seller or the buyer. Whereas 
ulama Hanafi, Hambali, and Maliki state that Bay’ mu’āṭah might be done without 
mentioning the akad (contract) directly as it has been a custom in the society. The 
researcher himself concludes that Bay’ mu’āṭah is legal to do because it occurs based 
on a custom and, generally, there is a willingness between each other. The practice of 
rounding off the change is also equated to Bay’ mu’āṭah since there is willingness 
between both the seller and buyer; and it has also become a custom in general society. 
Keywords: Bay’ mu’āṭah, ijāb and qabul 
1. PENDAHULUAN 
Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang paling mulia bila 
dibandingkan dengan makhluk lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan 
disertakannya akal dan pikiran dalam diri setiap manusia. Selain itu, manusia juga 
ditakdirkan sebagai makhluk sosial yang akan saling membutuhkan satu sama 
lain. Semua aktivitas yang dijalankan manusia tidak akan pernah lepas dari 
hubungan yang terjalin antarsesama manusia. 
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Selain itu, manusia dikatakan makhluk sosial yaitu, makhluk yang 
berkodrat hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak untuk mencukupi 
kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain.1 
Manusia dituntut untuk bisa memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup 
mereka sehari-hari. Kebutuhan dalam hal ini terbagi atas kebutuhan primer, 
sekunder, dan tersier. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia 
melakukan berbagai macam usaha yang dianggap mampu memberikan hasil 
untuk menopang kebutuhan hidup sehari-hari. Aktivitas yang dijalankan bisa 
dalam bidang jasa maupun non-jasa (perdagangan). 
Seiring dengan berjalannya aktivitas, baik dalam bidang jasa ataupun non-
jasa tersebut, berbagai permasalahan mulai muncul dan menimbulkan 
perselisihan di antara para pelakunya. Namun disisi lain, masyarakat harus 
memberikan kehidupan yang baru, ataupun inovasi yang dapat memajukan 
kesejahteraan perekonomian bagi para pelaku ekonomi. Dengan begitu segala 
macam bentuk permasalahan ekonomi akan terasa semakin mudah dan dapat 
dirasakan oleh setiap masyarakat maupun pelaku ekonomi lainnya. 
Dalam hal ini ajaran Islam sebagai agama yang rahmatan lil ‘ālamīn 
memiliki berbagai macam konsep yang mampu mencakup berbagai 
permasalahan sehingga semua pihak yang terlibat mendapatkan jalan keluar 
terbaik. Salah satu konsep tersebut adalah harus adanya kerelaan dari semua 
pihak yang berakad (‘an tarāḍin minkum) tanpa ada pihak lain yang merasa 
dirugikan. Hal ini senada dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 
29: 
  ضا ارات ناع ًة ارااِتِ انوُكات نَأ ذلا
ِ
ا ِلِطااْبلِبِ ُْكُاْنيا ب ُْكُ
الا اوْمَأ ْاوُُْكُأات الا ْاُون ام أ اني ِ ذلَّا اا هيَُّأ ايَ ُفَأ ْاُوُُُ ْْ ا ت الا َا  ُْكُن ِنم  ُْكُ اسَ 
 ًيماِح ار ُْكُِب ان اكَ ا نللّا ذن
ِ
ا-٩٢  
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan  harta 
sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan 
yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-
Nisa: 29)2 
                                                          
1 Ahmad Azhar Basyir, Asaa-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam), 
(Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11-12 
2Depag RI, AlQur’an dan Terjemahnya, 4:29. 
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Pernyataan pada ayat di atas yang berbunyi “cara yang salah” berhubungan 
dengan praktek-praktek yang bertentangan dengan syariah dan secara moral 
tidak halal.  
Syari’at Islam bersifat elastis dan Universal, hal ini menunjukan bahwa 
ajaran Islam selalu dapat berkembang sesuai dengan kondisi dan situasi 
masyarakat. Demikian halnya dengan ketentuan syari’at Islam dalam bidang 
mu’amalah, Islam memberikan kebebasan dan keleluasaan pada umat manusia 
untuk mengatur sendiri segala urusannya selama tidak bertentangan dengan al-
Quran dan as-Sunnah. Kondisi ini sesuai dengan syari’at Islam agar manusia 
harus berbuat baik terhadap sesamanya. 
Dalam ajarannya, Islam juga memberikan petunjuk bagi setiap umat di 
dunia ini untuk dapat meraih kebahagiaan dan ketenteraman hidup, baik di 
dunia maupun di akhirat. Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, manusia 
melakukan berbagai macam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah 
satu usaha yang paling banyak dilakukan masyarakat saat ini adalah aktivitas 
di bidang perdagangan. Karena dengan perdagangan, manusia dapat memenuhi 
kebutuhan ekonomi yang menunjang keberlangsungan hidup yang sejahtera, 
serta meningkatkan kualitas sosial-ekonomi antara satu dengan yang lainnya. 
Selain itu, perdagangan merupakan sunnah Nabi SAW yang pernah 
dilakukan sewaktu masih muda. Bahkan dengan perdagangan manusia dapat 
merasakan untung rugi dengan sendirinya. Berbeda dengan halnya kita bekerja 
untuk seseorang, selain gaji yang diterima setiap orang yang bekerja berbeda-
beda, untung rugi juga terkadang menjadi masalah bagi mereka yang bekerja.  
Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan.3 
Yang disebut dengan perdagangan adalah proses terjadinya pertukaran 
kepentingan sebagai keuntungan tanpa melakukan penekanan yang tidak 
dihalalkan atau tindakan penipuan terhadap kelompok lain. Selain itu, tidak 
boleh ada suap atau riba dalam perdagangan. 
Sedangkan jual beli dalam fikih diartikan sebagai pertukaran harta atas 
dasar saling rela; atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan 
(yaitu berupa alat tukar yang sah).4 Sebagaimana akad ekonomi lain, jual beli 
                                                          
3Abdullah Al-Muslih, Fikih Ekonomi Keuangan Islam (Jakarta: Dar al-Haq, 2004), hlm. 89. 
4Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 128. 
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juga mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar akad yang 
dilakukan sah dan memperoleh rida dari Allah SWT. 
Untuk menyempurnakan kegiatan jual beli, maka harus ada bentuk 
transaksi sebagai pedoman yang disepakati menjadi alat tukar dalam 
perekonomian. Hal itu diwujudkan dalm bentuk uang yaitu alat tukar yang 
mengandung sifat dikenal, disenangi, mudah diangkut, dan dibagi tanpa 
mengurangi nilai homogeny serta tidak mudah ruksak.5 
Kebutuhan manusia sebagai objek ekonomi memang tidak akan pernah ada 
habisnya. Seiring dengan berkembangnya zaman, kebutuhan hidup manusia 
pun juga bertambah banyak dan beraneka ragam. Hal ini ditangkap oleh mereka 
yang memiliki jiwa bisnis untuk mengambil peluang emas yang ada dengan 
menciptakan berbagai bentuk usaha yang inovatif. Salah satu inovasi tersebut 
adalah alternatif yang menawarkan banyak kemudahan serta dapat memenuhi 
keinginan dan kebutuhan masyarakat luas. Salah satu contoh bentuk alternatif 
di bidang perdagangan yang marak saat ini adalah pasar modern atau sering 
disebut juga pasar swalayan. 
Perbedaan antara dua pasar ini terlihat dari cara transaksinya. Pada pasar 
modern, tawar-menawar tidak bisa dilakukan. Sebaliknya pada pasar 
tradisional, tawar-menawar masih bisa dilakukan. Sedangkan fasilitas tidak 
dapat menjadi tolak ukur untuk menentukan tradisional atau modernnya suatu 
pasar. Artinya apabila pasar dengan fasilitas modern masih terdapat tawar-
menawar, maka pasar tersebut masih dikategorikan sebagai pasar tradisional.6 
Di lain pihak, munculnya pasar-pasar modern sebagai alternatif dalam 
berbelanja juga memberikan berbagai hal baru dalam transaksinya. Hal ini 
terkadang menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat karena dianggap 
cukup berbeda apabila dibandingkan dengan kegiatan jual beli yang biasa 
dilakukan di pasar tradisional. Masyarakat menilai, dengan adanya pasar 
modern ini diharapkan seluruh kegiatan ekonomi dapat dipermudah dalam 
urusannya, begitu pula dengan transaksi yang dilakukan antara pihak penjual 
dan pembeli. Biasanya pada pasar modern terlihat memiliki hal-hal baru yang 
dapat dikaji oleh setiap masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi. 
                                                          
5 Indra Darmawan, Pengantar Uang dan Perbankan I (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 6. 
6Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 145. 
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Salah satu hal baru dalam jual beli tersebut adalah pembulatan uang sisa 
pembelian yang berlaku di swalayan RELASI JAYA Surakarta. Pembeli atau 
pelanggan seringkali mendapati jumlah uang kembalian yang tidak sama 
dengan yang tertera di struk pembayaran. Hal ini terjadi karena pihak penjual 
membulatkan uang kembalian tersebut. Misalnya pelanggan diminta membayar 
Rp10.000 meski jumlah pembelian yang tertera di struk pembayaran mereka 
adalah Rp9.950. Namun terkadang pelanggan juga diminta untuk hanya 
membayar Rp500 meskipun nominal pada struk pembayaran mereka adalah 
Rp550. Praktek ini membuat pelanggan terkadang membayar sedikit lebih 
mahal atau justru lebih murah dari harga yang tertera pada struk pembayaran 
mereka.7 Dalam pengamatan penulis, hal tersebut merupakan suatu yang dapat 
menimbulkan tanda Tanya, apakah uang itu sebagai keuntungan sendiri, 
ataukah ada hal lain yang memungkinkan uang tersebut menjadi salah satu 
operasional pada pasar swalayan tersebut. 
Sesuai kaidah sebab-akibat, praktek tersebut terjadi bukan tanpa sebab. Saat 
ini masyarakat mulai kesulitan mendapatkan uang receh, terutama pecahan 
Rp50. Hal ini juga dialami pengelola swalayan yang kesulitan mendapatkan 
uang pecahan kecil tersebut sebagai uang kembalian, sehingga mereka 
“terpaksa” menggenapkan nominal tersebut. 
Di samping itu, masyarakat menganggap praktek tersebut sebagai hal yang 
sudah biasa dan dapat diterima apabila berbelanja di swalayan RELASI JAYA 
Surakarta. Hal inilah yang kemudian membuat praktek tersebut berjalan terus 
menerus dan menjadi sebuah strategi pemasaran di RELASI JAYA Surakarta. 
Seiring berjalannya waktu, ternyata praktek-praktek yang disebutkan di atas 
tidak hanya terjadi di swalayan RELASI JAYA Surakarta saja; di warung, kios, 
dan toko kelontong pun hal ini sering terjadi. Masyarakat menyadari bahwa 
praktek pembulatan uang sisa pembelian tersebut bukan semata-mata 
kesengajaan, melainkan adanya situasi yang mendorong harus dilakukannya 
praktek tersebut. Sampai saat ini praktek pembulatan uang sisa pembelian 
tersebut masih berlaku dan dipraktekkan oleh setiap pihak swalayan, maupun 
di toko-toko kelontong lainnya. 
                                                          
7Meskipun dalam prakteknya pembulatan uang sisa pembelian itu tidak dalam jumlah yang 
besar, namun bilamana jumlah yang sedikit itu dikumpulkan dalam jangka waktu lama, serta kuantitas 
yang banyak maka akan menjadi jumlah yang besar. 
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Berangkat dari hal-hal itulah, penulis tertarik untuk mengkaji, membahas, 
dan menganalisis lebih lanjut mengenai praktek-praktek baru dalam hal 
pengembalian uang, khususnya pada pembulatan uang sisa pembelian. 
2. METODE 
Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) karena 
kegiatan dilakukan di swalayan atau pasar modern. Adapun pendekatan yang 
dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif evaluatif. 
Penelitian deskriptif merupakan gambaran atau lukisan secara sistematis, 
faktual, dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antarfenomena yang 
diselidiki.8 Pendekatan evaluatif adalah setiap kegiatan pengumpulan data atau 
informasi untuk dibandingkan dengan kriteria kemudian diambil kesimpulan. 
Kesimpulan inilah yang disebut sebagai evaluasi.9 Penelitian ini dilakukan 
untuk memperoleh data serta menghasilkan kesimpulan yang ada di lapangan 
sehubungan dengan evaluasi praktek jual beli dan praktek pembulatan uang sisa 
pembelian di swalayan RELASI JAYA Surakarta. 
Data primer dari penelitian ini adalah hasil observasi dari lapangan dan 
kejadian-kejadian yang terjadi di swalayan RELASI JAYA Surakarta. Sumber 
data sekunder sebagai penunjang data primer dalam penelitian ini adalah buku-
buku, artikel, penelitian, dan jurnal yang terkait dengan penelitian ini. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis-
deskriptif, yaitu mendeskripsikan bagaimana hukum Islam terhadap praktek 
pembulatan uang sisa pembelian di swalayan RELASI JAYA Surakarta 
berdasarkan data dari lapangan, kemudian dianalisis secara kritis, serta mencari 
akar hukum Islam yang sebenarnya. 
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
3.1 Keabsahan Praktek Pembulatan Uang Sisa Pembelian di Swalayan 
RELASI JAYA Surakarta 
Keberadaan pasar swalayan saat ini menjadi fenomena yang sangat menonjol 
di masyarakat karena pasar swalayan lebih mengutamakan kenyamanan dan 
                                                          
8Imam Suprayono dan Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial – Agama, (Bandung: PT. Remaja 
Rosda Karya, 2001), hlm. 136-137. 
9Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2010), Cet. 14, hlm. 37-38. 
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harga yang pas bagi para pelanggannya. Tidak heran apabila pelanggan lebih 
memilih pasar swalayan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. 
Pasar swalayan sendiri banyak dijumpai di berbagai daerah, termasuk 
di kota Solo. Dalam hukum Islam, akad yang terjadi di berbagai pasar swalayan 
biasanya disebut Bay’ Mu’āṭah. Jual beli mu’āṭah merupakan transaksi jual beli 
yang tidak disertai dengan ijab dan qabul, atau jual beli barang dengan saling 
menyerahkan harga dan barang;10 sehingga dalam transaksinya tidak ditemukan 
proses tawar menawar. Penjual dapat menjual barang-barangnya dengan harga 
yang ia inginkan kepada pelanggan. 
Menurut mazhab Maliki, Hanafi, dan Hambali berpendapat bahwa jual 
beli mu’āṭah hukumnya sah bilamana hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di 
kalangan masyarakat serta tidak merugikan pihak lain. Pada pembahasan 
sebelumnya, peneliti telah menjelaskan bahwa saat ini banyak sekali swalayan 
yang membulatkan uang sisa pembelian, termasuk di swalayan RELASI JAYA 
Surakarta. Dalam hal ini pihak swalayan bukan tidak mampu untuk tidak 
melakukan pembulatan uang tersebut, namun di sisi lain ada situasi dan kondisi 
yang juga harus dilakukan oleh pihak swalayan itu sendiri. Saat ini uang 
recehan Rp50 misalnya, sulit didapatkan oleh pihak swalayan RELASI JAYA 
Surakarta sebagai uang kembalian pelanggan.  
Akan tetapi, di sisi lain ulama mazhab Syafi’i berpendapat bahwa Bay’ 
mu’āṭah hukumnya adalah tidak sah. Hal tersebut didasari dengan alasan bahwa 
jual beli haruslah menggunakan akad ijāb dan qabul antara penjual dan 
pembeli. Dengan akad itulah akan terjadi kerelaan satu sama lain di antara pihak 
pembeli dan penjual, sehingga jual beli menjadi sah hukumnnya. 
Menurut Purgiyanti, jika ada barang yang memiliki akhiran harga Rp50, 
maka pembulatan uang sisa pembelian akan dinaikkan menjadi Rp100. 
Sebaliknya, jika ada barang yang harganya berakhiran kurang dari Rp50, maka 
pembulatan uang sisa pembelian akan diturunkan dan harga menjadi pas. 
Bilamana uang kembalian yang memiliki nilai harga tersebut tidak ada, maka 
akan diganti dengan permen seharga uang sisa pembelian tersebut.11 
                                                          
10Dwi Suwiknyo, Kamus Lengkap Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 
171. 




Dari pengamatan peneliti, pihak swalayan RELASI JAYA Surakarta 
menerapkan strategi pemasaran dengan memberlakukan nominal harga seperti 
Rp25 atau Rp50 pada barang dagangannya. Selain sebagai strategi pemasaran, 
harga yang diterapkan tersebut bukan sebuah alasan kesengajaan dalam praktek 
pembulatan uang sisa pembelian. Terdapat faktor lain yang mengharuskan 
pihak swalayan RELASI JAYA Surakarta menetapkan harga tersebut. 
Di samping itu, peneliti mengamati dalam standar operasional 
supermarket harga barang memiliki kebijakan tersendiri. Salah satu kebijakan 
yang digunakan oleh pihak swalayan RELASI JAYA Surakarta adalah sistem 
odd price, yaitu penetapan harga ganjil untuk menarik pembeli, misalnya harga 
barang A adalah Rp19.999 yang apabila digenapkan akan menjadi Rp20.000.12 
Adapun kebijakan lain yang digunakan adalah sistem fixed price, yaitu 
penetapan harga yang pas dan tidak dapat dinegosiasi oleh pelanggan atau 
pembeli. 
Ajaran Islam mengajarkan kepada manusia untuk mengatur kehidupan 
dengan syariat, di mana syariat tersebut harus dijalankan oleh setiap mukallaf. 
Akan tetapi dalam kemampuannya menjalankan syariat, manusia akan memikul 
hukum yang berbeda-beda, sehingga diperlukan jalan untuk menghindari 
kesulitan dengan adanya pengecualian hukum. Islam memberikan sebuah 
kaidah yang berbunyi: 
 ُِْسيذتلا ُبُِ ْ اتِ ُةذْ اش اْملا 
“Kesukaran itu dapat membawa pada kemudahan”13 
Masyaqqah ini kemudian menimbulkan hukum rukhṣah yang 
merupakan keringanan yang diberikan kepada para mukallaf  dalam keadaan 
tertentu. 
Allah SWT telah berkalam dalam QS. Al-Baqarah ayat 185: 
.  ُدِيُري اْسُْعلا ُُكُِب ُدِيُري الا َا  اُْسْيلا ُُكُِب ُ نللّا... (٥٨١) -... 
                                                          
12http://bussinesmart123.blogspot.com/2017/04/, diakses pada tanggal 27/04/2018, 09.20 
WIB. 




“...Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki 
kesulitan bagi kalian...” 
Bila dilihat dari kaidah fikih yang berkenaan dengan kondisi yang 
menyulitkan di atas, peneliti berpendapat bahwa praktek pembulatan uang sisa 
pembelian di swalayan RELASI JAYA Surakarta diperbolehkan dalam fikih. 
Peneliti sendiri mengambil kesimpulan dari teori yang telah dijelaskan oleh 
mazhab Maliki, Hambali, dan Hanafi, yaitu bahwa jual beli mu’āṭah sah 
dilakukan bilamana sudah menjadi suatu kebiasaan di masyarakat dan hal 
tersebut menjadi kerelaan antara pihak penjual dan pembeli. Peneliti 
berpendapat jika jual beli mu’āṭah memiliki kesamaan pada akad pembulatan 
uang sisa pembelian, melihat bahwa akad yang dilakukan oleh kedua belah 
pihak (penjual dan pembeli) pada jual beli mu’āṭah tidak disebutkan secara 
langsung antara penjual dan pembeli, namun hal itu sudah menjadi sebuah 
kebiasaan dan dapat diterima oleh masyarakat. 
Dalam pembahasan Qiyas, Bay’ Mu’āṭah termasuk dalam salah satu 
Qiyas al-Adna, yaitu meng-qiyas-kan sesuatu yang kurang kuat menerima 
hukum pada sesuatu yang memang patut menerima hukum tersebut.14 Maka, 
praktek pembulatan uang sisa pembelian yang dilakukan oleh swalayan 
RELASI JAYA Surakarta dapat disamakan pada hukum akadnya, sehingga 
praktek pembulatan uang sisa tersebut diperkuat dengan praktek Bay’ Mu’āṭah 
yang merupakan jual beli tanpa menyebutkan akad secara langsung antara 
pihak penjual dan pembeli. 
Selain itu, menurut Ibnu Qudamah jika seseorang menjual barang 
dagangan dengan harga yang ditempelkan pada barang tersebut, maka jual beli 
tersebut sah dilakukan karena harganya dapat diketahui oleh pembeli dan 
penjual pada saat proses jual beli.15 
Sebagaimana telah dijelaskan di atas, praktek pembulatan uang sisa 
pembelian dapat terjadi di mana saja. Sebagian besar masyarakat menganggap 
hal tersebut sebagai hal yang wajar dan dapat dimaklumi. Pihak swalayan 
RELASI JAYA Surakarta menerapkan harga barang yang dibulatkan mulai dari 
Rp25 hingga Rp99. Masyarakat menilai harga yang tertera pada barang tersebut 
bukanlah suatu kesengajaan dalam memproduksi suatu barang dengan harga 
                                                          
14 http://www.bacaanmadani.com, diakses pada tanggal 7/7/2018, 09.00 WIB. 
15Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar.dkk, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 
4 Madzhab, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2015), hlm. 31. 
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tersebut karena pada dasarnya harga yang dibulatkan kurang dari Rp1.000 dapat 
diterima oleh masyarakat, meskipun pihak kasir tidak memberitahukan praktek 
pembulatan uang sisa pembelian tersebut. 
Hal ini juga didasari oleh faktor kesulitan ghairu mu’tadah, yaitu 
kondisi di mana uang receh sebagai alat tukar sisa pembelian memang benar-
benar sulit didapatkan, sehingga dalam keadaan yang menyulitkan itulah pihak 
pengelola atau penjual diberikan keringanan (rukhṣah) dengan mengganti uang 
sisa tersebut dengan barang yang seharga atau senilai. 
Peneliti menilai bahwa pada dasarnya hukum Islam memperbolehkan 
semua praktek jual beli yang dapat memberikan manfaat. Ada tiga prinsip 
dalam jual beli yang dapat menjadi dasar, yaitu:16 
1. Kaidah hukum Islam yang berbunyi: 
 ْا ُلْصَلأااهِِمر ْ اتَ الَاع ٌلْيِل اد ذلُدا ي ْناا ذلاِا ُة اح ابِ
ِ
لا ِ الَ اما اُعلما ِفِ. 
“Hukum asal dari semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada 
dalil yang mengharamkannya.” 
 ِبِ ُها ام ا اتَل
ِ
ا ا ام ُهُت اجْياتا ف َا  ِْني ادِق ا اعاُتلما اضَِر ِدْْ اْعلا ِفِ ُلْصَلأا.ِدُقا اعذ تا 
“Hukum asal dalam transaksi adalah keridaan kedua belah pihak yang 
berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan.” 
2. Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi: 
 ذلاِا ِْمهِط َْ ُُشُ الَاع انْومُِ ُْسَلما .اًما ار اح ذل احَأ َْ اا ًلاالا اح ام ذر اح اًط ْ اشُ 
 “Kaum muslimin bertransaksi sesuai dengan syarat-syaratnya selama tidak 
dihalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.” 
3. Kaidah hukum Islam yang menyatakan: 
.ُةا ذكَّ اُحلما ُة ادا اعلا 




                                                          
16http://bearpanda39.blogspot.co.id/2016/02/hukum-transaksi-jual-beli, diakses pada tanggal 
27/04/2018, 09.20 WIB. 
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Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan 
di antaranya: 
a. Dalam perkembangan teknologi yang semakin canggih, dunia perdagangan 
mengalami corak-corak yang semakin praktis dan mudah, sehingga ijāb dan 
qabul tidak lagi digunakan dalam bentuk ucapan ketika bertransaksi. 
b. Praktek pembulatan uang sisa pembelian yang dilakukan oleh pihak 
swalayan RELASI JAYA Surakarta terjadi karena beberapa faktor, 
misalnya sistem odd price dan fixed price yang diterapkan dalam 
memproduksi suatu barang, sehingga harga yang diterapkan dapat menarik 
para pelanggan untuk membeli barang tersebut dengan harga yang 
terjangkau.  
c. Jual beli mu’āṭah merupakan salah satu jual beli yang tidak menggunakan 
akad secara langsung, namun dalam prakteknya pembulatan uang sisa 
pembelian pun memiliki kesamaan pada akadnya, sehingga pada praktek 
pembulatan tersebut tidak menyebutkan akad secara langsung antara kedua 
belah pihak. 
d. Praktek pembulatan uang sisa pembelian di-qiyas-kan dengan Qiyas al-
Adna’ yang merupakan penguatan dari sesuatu yang belum menerima 
hukum yang kuat, kemudian dikuatkan dengan hukum yang lainnya; 
sehingga pada praktek pembulatan uang sisa pembelian, akad yang 
dibangun sama dengan praktek Bay’ Mu’aṭah yang terjadi tanpa akad secara 
langsung antara pihak penjual dan pihak pembeli.  
e. Secara umum pada transaksi pembulatan uang sisa pembelian yang terjadi 
di swalayan RELASI JAYA Surakarta hukumnya adalah sah menurut 
ajaran Islam, karena syarat-syarat dan rukun akad jual beli, seperti: pihak-
pihak yang berakad dipandang sudah memenuhi syarat. Pihak penjual di 
swalayan RELASI JAYA Surakarta adalah para karyawan-karyawan 
swalayan RELASI JAYA Surakarta, mereka adalah orang yang mengerti  
konsekuensi-konsekuensi yang akan timbul sebagai akibat dari adanya 
transaksi jual beli. disamping itu, mereka termasuk orang-orang yang 
menurut syara’ dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan tindakan 
hukum. Sedangkan pembeli merupakan masyarakat, khususnya masyarakat 
kota Solo yang dipandang mampu melakukan tindakan hukum. 
f. Objek akad dalam konteks jual beli yang dilakukan oleh pihak swalayan 
RELASI JAYA Surakarta juga dipandang telah memenuhi syarat, yaitu: 
suci, milik penjual, bermanfaat, dan barang tersebut berada dalam 
penguasaan penjual serta tidak terdapat hak orang lain dalam barang 
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tersebut. produk swalayan RELASI JAYA Surakarta termasuk objek yang 
dilarang oleh syara’. 
6.2 Saran 
Pihak swalayan RELASI JAYA Surakarta hendaknya mencantumkan 
pemberitahuan atau keterangan terhadap uang sisa pembelian yang dibulatkan 
dengan menulis di papan pemberitahuan bahwa, misalnya, uang sisa yang 
dibulatkan akan disalurkan untuk suatu donasi tertentu. 
Pihak swalayan RELASI JAYA Surakarta hendaknya memberi pilihan 
kepada para pelanggan apakah uang sisa tersebut dapat dibulatkan atau tidak 
sesuai dengan kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli. Setelah itu 
memberikan pilihan apakah uang sisa tersebut dapat diganti dengan barang 
yang seharga atau sebaliknya. 
Pihak swalayan RELASI JAYA Surakarta seharusnya 
memperhitungkan jumlah rata-rata pembeli yang datang dalam satu hari, hal itu 
diperlukan untuk digunakan sebagai acuan dalam memperhitungkan jumlah 
ketersediaan uang pecahan/koin yang dibutuhkan untuk memberikan uang 
kembalian, sehingga pihak swalayan RELASI JAYA Surakarta tidak lagi 
melakukan praktek pembulatan uang sisa pada pelanggan. 
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